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ABSTRAK 

UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK KEJAHATAN 

PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS POLSEK 

PENDOPO LINTANG TAHUN 2017-2018) 

 

ELDY HAREAN 

 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menganggulangi 

kejahatan pencurian kendaraan bermotor ? 

2. Kendala apakah yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi 

kejahatan pencurian kendaraan bermotor ? 

Berdasarkan pada pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang 

dibahas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polsek Pendopo Lintang dalam 

menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di 

Kabupaten Empat Lawang  Khususnya Kecamatan Pendopo Lintang  adalah  

upaya  preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan  untuk 

pencegahan terjadinya tindak kejahatan. Sedangkan upaya represif yang  

merupakan upaya penindakan berupa penangkapan untuk selanjutnya diproses 

secara  hukum  terhadap  pelaku  kejahatan  pencurian  kendaraan bermotor.   

2. Kendala yang dihadapi oleh aparat polsek Pendopo Lintang dalam 

menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah : 

a. Masyarakat kurang tanggap dalam melapor 1X24 jam atau tidak segera 

melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga kendaraan  bermotor 

sudah berada jauh dari jangkauan. 

b. Barang  hasil kejahatan atau barang hasil curian itu kadang tidak dijual 

secara utuh akan tetapi dijual perbagian. 

c. Sulit mencari barang bukti, karena pada umumnya pelaku menjual barang 

bukti ke suatu daerah-daerah terpencil atau jauh dari tempat kejadian 

perkara.. 

d. Pihak polsek Pendopo Lintang dalam menanggulangi tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor  mengalami kendala atau hambatan, karena 

jaringan pencurian yang luas menyulitkan pihak Polsek Pendopo Lintang  

untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. 

e. Luas wilayah dan penduduk terbesar Kedua dari semua kecamatan yang ada 

di Kabupaten Empat Lawang dengan banyak akses keluar masuk serta 

merupakan sasaran daerah pengembangan pembangunan sehingga banyak 

muncul pendatang baru dan ini dimanfaatkan para pelaku untuk bermukim 

di wilayah hukum Polsek Pendopo Lintang  guna memperlancar aksinya ini 

menjadi kendala tersendiri mengingat keterbatasan personil saat ini di 

Polsek  Pendopo Lintang. 

 

Kata Kunci : Upaya Polri, Kendaraan Bermotor. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam  suku, 

agama dan adat istiadat yang beraneka ragam dari sabang sampai merauke. Adat 

istiadat tersebut sangat berbeda satu sama lainnya. Sejak negara ini 

memproklamirkan kemerdekaannya maka, Indonesia terbentuk menjadi negara 

kesatuan dengan memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara Nasional. Yang 

mana sistem hukum itu merupakan salah satu alat pengitegrasi bangsa ini. 

Sistem hukum Indonesia sampai saat ini masih berlaku adalah sistem 

hukum yang masih berkiblat kepada negara Belanda yaitu sistem hukum Eropa 

Continental atau sistem hukum Civil Law. Bukti adanya sistem hukum ini adalah 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) dan Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata ( KUHPer ) yang sampai saat ini dianggap masih tetap berlaku. 

Hal ini tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, Pasal 1 aturan 

peralihan yang berbunyi : “segala peraturan perundang-undangan yang masih ada 

dianggap tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-

Undang Dasar 1945” 

Pembangunan nasional yang dituangkan dalam GBHN, merupakan 

implementasi kehendak rakyat, yang berorientasi pada upaya peningkatan 

kesejahteraan rakyat, secara terencana dan terarah, sehingga pada gilirannya 

pembangunan dalam berbagai dimensi tidak berdiri sendiri tetapi memiliki 

korelasi antara berbagai upaya pembangunan yang memiliki keterkaitan, dalam 
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menjalankan amanah Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 

1945.  

Pembangunan hukum merupakan suatu kewajiban pemerintah, yang 

mendapat berbagai hambatan, sehingga upaya penyadaran hukum kepada 

masyarakat perlu makin ditingkatkan. Tanpa ada upaya yang baik akan berakhir 

dengan sebuah kenistaan dimana terdapat sebuah kondisi masyarakat yang 

amburadul. 

Untuk itu hukum dijadikan sebagai Panglima dalam mengatur berbagai 

gerak dinamika masyarakat.Proses penegakan hukum terasa masih jauh dari 

harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakim-

hakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintahan yang tidak 

konsisten, pengacara yang mengerjai rakyat, adalah akumulasi ketidakpercayaan 

lembaga yudikatif, di dalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom 

rakyat, yang berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak 

menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan di dalam interaksi sesama 

warga masyarakat. 

Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang 

dikenal dengan reformasi, tampak di berbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas 

sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Pembangunan masyarakat hukum 

madani (civil society) merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki 

kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum. Akan tetapi dalam perjalanan (transisi) 

perubahan terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh berbagai 

lapisan masyarakat. 
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Pencurian, misalnya dibentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang 

bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan 

keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak 

kriminal. Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi 

ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan 

akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat 

menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-

cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat 

modern dengan pola yang lebih lihai. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, 

dan cenderung luput dari jeratan hukum. 

Kecenderungan melakukan pencurian dengan delik apapun sering 

dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu 

tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang 

tepat dalam melakukan aksi operandinya. Dari beberapa pengamatan terhadap 

kasus-kasus tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan (rentan) 

terhadap perilaku pencurian adalah di waktu malam hari. 

Sehingga hampir setiap saat di waktu malam seluruh komponen 

masyarakat cenderung menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi atau 

meminimalkan peluang pencurian, untuk itu dilakukan dengan melibatkan 

masyarakat dalam ronda-ronda malam (jaga malam) ini memberikan indikasi 

bahwa peluang pencurian dan Sasaran waktu yang dipilih oleh komplotan atau 

individu di dalam melakukan aksi pencurian dilakukan pada malam hari, sehingga 

dapatlah diindikasikan waktu malam memiliki potensi pencurian yang sangat 
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tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu lain, sementara aktivitas pencurian yang 

dilakukan memiliki kecenderungan berkelompok yang dibentuk untuk menyusun 

aktivitas pencuriannya. 

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat menganggu 

kenyamanan rakyat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat 

menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Kemiskinan yang banyak 

mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi di tengah 

masyarakat, ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat di 

tengah kondisi obyektif pelaku di dalam melakukan aktivitasnya, kondisi ini dapat 

berdampak pada beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan 

pelaku tersebut, namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif 

dalam membangun masyarakat yang taat hukum. 

Salah satu bentuk kejahatan pencurian yang dari dulu hingga sekarang ini 

masih sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat 

khususnya wilayah hukum Polsek Pendopo Lintang  adalah pencurian kendaraan 

bermotor. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku ke-2 mulai 

dari Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP mengatur tentang kejahatan pencurian 

namun bentuk pokok pencurian tertuang dalam Pasal 362 KUHP, “sedangkan 

pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap 

harta benda yang banyak menimbulkan kerugian yang delik perbuatannya diatur 

sebagaimana dalam pasal pencurian tersebut.” 

Minimnya kinerja aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindakan 

kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Empat Lawang khususnya 
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Kecamatan Pendopo Lintang. Kesenjangan antara dimensi konseptual-teoritis 

dengan kondisi faktual-empiris, menjadi alasan utama mengapa penelitian ini 

penting dilakukan. Karena itulah penulis mengajukan penelitian ini dengan judul 

“Peran Polri dalam menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor 

(Studi Kasus Polsek Pendopo lintang  Tahun 2017-2018)” 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang pada uraian diatas, maka permasalah dalam 

skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi 

Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor? 

2. Kendala Apakah Yang Dihadapi Oleh Aparat Kepolisian Dalam 

Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor? 

 

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan 

masalah dengan menitikberatkan perhatian pada Peran Polri Dalam 

Menanggulangi  Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor, dengan mengambil 

lokasi penelitian di Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang dan tidak 

menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan 

dengan permasalahan. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mencari kejelasan terhadap 

permasalahan yang berkaitan dengan : 
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1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam 

menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor 

2. Untuk mengertahui kendala apakah yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam 

menanggulang kejahatan pencurian kendaraan bermotor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu 

pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran 

khususnya bagi Hukum Pidana, yang dipersembahkan sebagai pengabdi pada 

Almamater. 

 

D. Definisi Konseptual 

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa: 

Definisi operasional atau kerangkakonseptualadalah kerangkah yang 

menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang 

akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun 

demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dangan jalan 

memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya 

dari peraturan pernudang-undangan. Sebagai contoh, judul skripsi: “Penggelapan 

Dana Calon Haji Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji”, maka dalam definisi operasional/kerangka 
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konseptual, dijelaskan apa yang dimaksud dengan; penggelapan,calon haji,ibadah 

haji.1 

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu 

dikemukakan beberapa definsi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang 

terkait dengan permasalahan,antara lain: 

1. POLRI 

POLRI adalahKepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisan 

Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung dibawah 

Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah 

Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat. 

2. Kejahatan  

“Kejahatan  dari sudut pandang hukum adalah setiap tingkah laku manusia 

yang melanggar aturan hukum pidana. Suatu perbuatan dianggap bukan 

kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak dilarang di dalam aturan hukum 

pidana.” 

3. Pencurian 

Pengertian kata “pencurian” dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah 

sebagai berikut:2 

                                                 
1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015, Buku Pedoman 

Penulisan Skripsi, hlm. 5 
2 Poerwardaminta, 1984, KamusUmum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 

217. 



8 

 

 

 

“Pencuri berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau 

diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. 

Dengan demikian pengertian pencurian adalah mengambil milik orang lain 

secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah.” 

Pengertian pencurian dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana adalah 

sebagai berikut: 

“Barang  siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian 

kepunyaan orang lain, dengan  maksud memilikinya secara melawan 

hukum, diancam  karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 

lima tahun  atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” 

Berdasarkan pengertian pencurian yang dikemukakan oleh 

Poerwardarminta dan pengertian pencurian dalam Pasal 362 KUHPidana, 

jelaslah bahwa semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara 

mengambil barang orang lain secara diam-diam dan tidak sah secara 

hukum dapat dikategorikan sebagai pencurian. 

4. Kendaraan Bermotor 

Pengertian Kendaraan Bermotor indonesia, menurut Pasal 1 ayat 8 

Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan (UULLAJ) adalah: 

“Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerkan oleh 

peralatan  mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas 

rel” 
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E. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

sebagai berikut : 

1. Jenis dan sifat penelitian 

Selaras dengan membahas permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong 

penelitian hukum sosiologis (empiris) dengan menggambarkan upaya 

yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian 

kendaraan bermotor dan kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam 

menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor, sehingga tidak 

menguji hipotesa. 

2. Jenis data 

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. 

3. Teknik pengumpulan data 

Penelitian kepustakaan, dalam memperoleh data sekunder dengan cara 

membaca, menelaah secara seksama buku-buku, jurnal penelitian dan 

dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini. 

Penelitian Lapangan, dalam  usaha memperoleh data primer dengan cara 

penulis melakukan penelitian dengan metode wawancara langsung kepada 

Aparat Kepolisian Sektor Pendopo lintang yang dijadikan informan. 

4. Teknik pengolahan data 
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Pengolahan  data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data 

yang  telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara 

kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yaitu: 

BAB I Pendahuluan 

 Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang 

lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini disajikan tentang pengertian hukum pidana, unsur-

unsur tindak pidana, definisi tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor,  

BAB III Pembahasan 

Pada bab ini membahas mengenai peran, upaya, dan kendala aparat 

kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan 

bermotor. 

BAB IV Penutup 

  Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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